BAB V
PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasrkan hasil penelitian yang peneliti lakukan selam satu bulan dikantor

Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Barat dapat disimpulkan sebagai berukut:

1. Penyelsaian laporan atas dugaan maladminstrasi dalam pelaksanaan
pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa
Tenggara Barat adalah laporan yang diterima kemudian diproses dalam 3
tahapan yakni: a) tahap penerimaan dan verifikasi laporan (PVL), b) tahap
pemeriksaan laporan (PL), ¢) tahap resolusi dan monitoring (Resmon).

2. Dalam pemberian rekomendasi yang berwenang mengeluarkan
rekomendasi untuk terlapor adalah Ombudsman Republik Indonesia.
Sedangkan kantor perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dalam hal
ini hanya dapat menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)
yang di dalamnya memuat kesimpulan atas tindakan maladministrasi yang
dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik disertai dengan tindakan

korektif yang harus dijalankan oleh terlapor maupun atasannya.



B. Saran

Berdasrakan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti
mengajukan saran yang dianggap perlu untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan
masukan. beberapa saran kepada Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Barat

sebagai berikut:

1. Saran untuk dinas atau Lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk
melaksanakan tugas atau pemberi pelayanan dengan baik yang sesuai
dengan tugas pokok dari kantor tersebut agar tidak terjadi lagi adanya
pelaporan atau tindakan Maladministrasi yang terjadi.

2. Untuk masyarakat jika ditemukannya indikasi Maladministrasi, maka bisa
langsung dating melaporkan kejadian tersebut ke Lembaga yang berwajib
yang dalam hal ini adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan

Nusa Tenggara Barat.
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